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KEMENKEU. Registrasi Kepabeanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 179/PMK.04/2016
TENTANG
REGISTRASI KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai registrasi kepabeanan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
59/PMK.04/2014 tentang Registrasi Kepabeanan dan
ketentuan mengenai pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007 tentang Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan;

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan
pelayanan, pengawasan, dan kepastian hukum dalam
memberikan pelayanan di bidang kepabeanan, perlu
melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan
mengenai registrasi kepabeanan dan pengusaha
pengurusan jasa kepabeanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam
rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG REGISTRASI
KEPABEANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang
diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait validitas
Nomor Pokok Wajib Pajak dan pemenuhan kewajiban
Wajib Pajak.

4. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

5. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum

yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari
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daerah pabean.

Pengusaha  Pengurusan Jasa Kepabeanan yang
selanjutnya disingkat PPJK adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban
pabean untuk dan atas kuasa Importir atau Eksportir.
Pengangkut adalah orang perseorangan atau badan
hukum, kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab
atas pengoperasian sarana  pengangkut, yang
mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai
kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas
barang dan/atau orang yang diangkutnya.

Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara adalah badan
usaha yang mengusahakan bangunan dan/atau
lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di
kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara
menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT
adalah Penyelenggara Pos yang memperoleh ijin usaha
dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat,
dokumen, dan paket sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pos.

Ahli Kepabeanan adalah orang yang memiliki
pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan dan
memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan yang dikeluarkan
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Kementerian Keuangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Pengguna Jasa adalah Importir, Eksportir, PPJK,
Pengangkut, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,
PJT, dan pengguna jasa kepabeanan lainnya yang akan
melakukan pemenuhan kewajiban pabean ke Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai.



2016, No.1791

13.

14.

15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

(3)

Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada
Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem
pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi
informasi maupun manual.

Pengguna Jasa Kepabeanan adalah Pengguna Jasa yang
telah mendapatkan Akses Kepabeanan.

Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan oleh Pengguna Jasa ke Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai untuk mendapatkan Akses Kepabeanan.
Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

BAB II
PERMOHONAN REGISTRASI KEPABEANAN

Pasal 2
Pengguna Jasa yang akan melakukan pemenuhan
kewajiban  pabean harus melakukan = Registrasi
Kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
diberikan Akses Kepabeanan.
Dalam hal Pengguna Jasa belum mempunyai NPWP,
Pengguna Jasa harus mendaftarkan diri untuk
mendapatkan NPWP ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
Untuk Pengguna Jasa yang bertindak sebagai PPJK,
selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa juga harus

memiliki Ahli Kepabeanan.
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Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga untuk Pengguna Jasa yang:

a.

memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan
dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas; atau

mengangkut orang ke dan dari kawasan

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Pasal 3

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan

Registrasi Kepabeanan dikecualikan terhadap Pengguna

Jasa yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean

impor yang berkaitan dengan:

a.

barang perwakilan negara asing dan badan
internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
Indonesia;

barang  pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman;
barang pindahan;

hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal,
sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan
penanggulangan bencana alam;

barang untuk keperluan pemerintah pusat atau
pemerintah  daerah  yang  ditujukan  untuk
kepentingan umum;

barang impor sementara;

barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan;

barang untuk keperluan promosi;

obat-obatan dan  peralatan kesehatan yang
menggunakan anggaran pemerintah;

barang ekspor yang diimpor kembali untuk
keperluan perbaikan, pameran, atau yang ditolak
oleh pembeli di luar daerah pabean dalam jumlah
paling banyak sama dengan jumlah pada saat
ekspor sesuai dengan dokumen pemberitahuan

pabean ekspor;



